
 

 

iii 

 

ABSTRAK 

Pemilu merupakan agenda lima tahunan negara untuk memilih pemimpin 

legislatif dan eksekutif. Dengan terselenggaranya pemilu maka terwujudnya sarana 

demokrasi untuk mewujudkan sirkulasi pemimpin yang menyelenggarakan proses 

kenegaraan. Namun, terdapat hal yang tidak semestinya terjadi dalam pemilu yaitu 

penggelembungan suara. Penggelembungan suara adalah memanipulasi pemilu 

untuk meningkatkan perolehan suara kandidat yang disukai dan mengurangi 

perolehan suara kandidat lawan. Maka rumusan masalah terkait penelitian ini yaitu: 

Pertama, Bagaimana Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penggelembungan Suara Pada 

Pemilu Legislatif Dalam Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kedua, 

Bagaimana Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pelaku 

Penggelembungan Suara Pada Pemilu Legislatif. Metode penelitian ini 

menggunakan Penelitian  yuridis normatif berdasarkan buku dan perundang-

undangan serta hukum Islam. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Sanksi 

pidana bagi pelaku penggelembungan suara pada pemilu legislatif dalam Pasal 532 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan tegas mengatur ancaman pidana 

terhadap pelaku penggelembungan suara dengan pidana penjara paling lama 4 

(empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta 

rupiah). Sanksi Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Penggelembungan Suara 

Pada Pemilu Legislatif tergolong dalam kategori jarimah ta’zir, yaitu perbuatan 

melanggar yang larangannya disebutkan dalam Al-Qur’an dan Hadits, namun 

bentuk dan kadar hukumannya diserahkan kepada kewenangan hakim atau 

penguasa. Tujuan pemidanaan adalah untuk menjaga kemaslahatan umum 

(maslahah 'ammah), menciptakan keadilan ('adl), mencegah kejahatan (zawajir), 

serta memberikan efek perbaikan bagi pelaku (tarbiyah). 
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